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Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, 
akhirnya Laporan  Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat 
Jenderal Aplikasi Informatika Tahun 

2013 dapat diselesaikan. LAKIP ini merupakan 
pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun 
kegagalan capaian kegiatan Direktorat Jendral Aplikasi 
Informatika untuk mencapai tujuan dan sasaran yang 
telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK). 

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah ini tercakup informasi mengenai 
sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana 
Kinerja Tahunan dan  Penetapan Kinerja (PK) yang 
ditetapkan. Hasil-hasil tersebut dimaksudkan untuk 
mengidentifikasi masukan-masukan yang berguna 
bagi pengembangan program dan kegiatan pada masa 
datang serta efisiensi dan efektifitas pelaksanaan 
kegiatan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. 

Untuk waktu-waktu yang akan datang, diharapkan 
seluruh kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal 
Aplikasi Informatika dapat lebih terukur capaian 
kinerjanya dan sampai pada tataran outcomenya.

Atas peran serta dan kerja keras seluruh jajaran 
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika  selama tahun 
2013, yang telah memungkinkan terlaksananya tugas 
dan fungsi yang diemban, diucapkan terima kasih.

Akhir kata, kami berharap agar LAKIP Tahun 2013 ini 
dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi untuk 
menilai kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal 
Aplikasi Informatika.

	
Jakarta,    Maret 2014

KATA PENGANTAR
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Mendasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Ditjen 
Aptika Tahun 2010 – 2014 yang berkelanjutan dari Renstra 
Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010 – 2014 
dan selaras dengan bidang kerja RPJM 2010-2014.  Direktorat 

Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) menentukan sebuah Visi “Terwujudnya 
dunia maya yang sehat, aman, handal, dan terpercaya untuk peningkatan 
produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan nasional”.

Visi dan Miisi diwujudkan ke dalam sebuah Indikator Kinerja Utama (IKU). 
Melalui IKU Ditjen Aptika Tahun 2013 tersebut kemudian disusun Penetapan 
Kinerja (PK) Tahun 2013 yang merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Melalui hasil-hasil Penetapan 
Kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan Ditjen Aptika dan 
kerangka tanggungjawab kepada publik. Adapun Indiator Kinerja yang telah 
ditetapkan dalam PK Ditjen Aptika tahun 2013 adalah : 
1.	 Nilai rata-rata e-Government Nasional sebesar 2,7.
2.	 Jumlah UKM yang menerapkan aplikasi e-Business sebanyak 250 UKM, 
3.	 Jumlah penyelenggara layanan publik yang mengikuti penerapan standar 

kemananan informasi sejumlah 60 instansi pemerintah.

Capain tahun 2013 dari masing-masing PK tersebut adalah nilai rata-rata dan 
seharusnya.

 Meski sebagian masih dalam tataran output dan masih dalam proses menuju 
outcome yang mempunyai dampak langsung dirasakan oleh masyarakat 
namun capaian Ditjen Aptika Tahun 2013 telah tercapai rata-rata 100%. 
Capaian keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi ini 
sepenuhnya didukung oleh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal 
Aplikasi Informatika.

Dalam LAKIP ini juga dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas keuangan 
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Tahun 2013. Pada evaluasi tergambar 
bahwa serapan anggaran Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika mencapai 
70,28% (termasuk PHLN) dan  sebesar atau sebesar 93,24% apabila tidak 
termasuk PHLN.

Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya, seluruh kegiatan di lingkungan 
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dapat lebih fokus mencapai visi dan 
misi yang telah ditentukan.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

Bambang Heru Tjahjono

EKSEKUTIF SUMMARY
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A.	 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya teknologi 
informasi di dunia dari masa ke masa di 
Indonesia. Sebagai negara yang sedang 
berkembang, Indonesia selalu mengadopsi 

berbagai teknologi informasi hingga akhirnya 
tiba di suatu masa di mana penggunaan internet 
mulai menjadi “makanan” sehari-hari yang dikenal 
dengan teknologi berbasis intenet (internet based 
technology).

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan 
elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Peranan teknologi informasi pada 
aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. 
Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama 
bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan dimana 
memberikan andil besar terhadap perubahan-
perubahan yang mendasar pada struktur operasi 
dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, 
kesehatan dan penelitian. Oleh karena itu sangatlah 
penting peningkatan kemampuan sumber daya 
manusia (SDM) TIK, mulai dari keterampilan dan 
pengetahuan, perencanaan, pengoperasian, 
perawatan dan pengawasan, serta peningkatan 
kemampuan TIK para pimpinan di lembaga 
pemerintahan, pendidikan, perusahan, UKM (Usaha 
Kecil Menengah) dan LSM. Sehingga pada akhirnya 
akan dihasilkan output yang sangat bermanfaat baik 
bagi manusia sebagai individu itu sendiri maupun 
bagi semua sektor kehidupan.

Semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi 
dan  komunikasi menuntut manusia untuk mencoba 
membuat perubahan di segala jenis kehidupannya 
yang tujuannya adalah mendapatkan hasil maupun 
kondisi yang terbaik yang dapat dicapai. Banyaknya 
sektor kehidupan yang ada diharapkan membuka 
inovasi baru bagi kita untuk menciptakan sesuatu 
yang baru untuk kemajuan peradaban manusia. 
Namun semua inovasi tersebut hendaknya harus 
dibatasi oleh aturan hukum yang jelas.

Dalam usaha untuk mewujudkan pemerintahan yang 
baik (good governance) dan bersih dari KKN, maka 

bedasarkan TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang 
Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari 
KKN, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN 
dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres ini 
kemudian diperkuat dengan Inpres Nomor 5 Tahun 
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 
yang intinya adalah mewajibkan instansi pemerintah 
untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban 
instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan 
organisasi.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(sistem AKIP) merupakan instrumen yang digunakan 
pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk 
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan 
kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem AKIP 
terdiri dari komponen-komponen yang merupakan 
satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, 
perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi 
kinerja, serta pelaporan kinerja. Penyusunan 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP) ditentukan dengan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Apartur Negara (PERMENPAN) 
Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen 
Aptika), sebagai salah satu instansi pemerintah 
yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kemenkominfo) berkewajiban pula 
untuk mewujudkan hal tersebut

B.	 Kedudukan, Tugas dan 
Fungsi

Ditjen Aptika merupakan satu unit organisasi eselon 
I  Kemenkominfo sebagaimana tertuang dalam 
Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tanggal 14 
April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, 

BAB I PENDAHULUAN
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Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang 
diamanatkan sebagai unsur pelaksana tugas dan 
fungsi Kemenkominfo di bidang Aplikasi Informatika 
yang berada di bawah dan  bertangggungjawab 
kepada Menteri.

Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi 
dan Informatika tugas pokok Ditjen Aptika adalah 
: merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan 
standardisasi teknis di bidang aplikasi informatika.

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika  
 
Visi : Terwujudnya dunia maya yang sehat, aman, 

handal, dan terpercaya untuk peningkatan 
produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan 
nasional.

 
Misi :
1.	 Menyediakan kebijakan dan regulasi bidang TIK.
2.	 Mewujudkan pendayagunaan dunia maya yang 

sehat, aman, handal, dan terpercaya untuk 
semua sektor.

3.	 Menciptakan dunia maya yang konstruktif dan 
produktif sehingga memberikan nilai tambah 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara.

4.	 Meningkatkan kerjasama dan kemitraan nasional 
dan internasional dalam pendayagunaan aplikasi 
informatika.

Tugas :
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika mempunyai 
tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan 
dan standarisasi teknis di bidang aplikasi informatika.

Fungsi: 
1.	 perumusan kebijakan di bidang aplikasi 

informatika; 
2.	 pelaksanaan kebijakan di bidang aplikasi 

informatika; 
3.	 penyusunan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria di bidang aplikasi informatika; 
4.	 pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di 

bidang aplikasi informatika; dan 
5.	 pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal 

Aplikasi Informatika. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, 
Ditjen Aptika dibagi menjadi lima Direktorat dan satu 
Sekretariat Jenderal Sebagai berikut : 

1.	 Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi 
Informatika

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan teknis dan administratif 
kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan 
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.   Dalam 
melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat 
Jenderal Aplikasi Informatika memiliki fungsi: 
a.	 Koordinasi dan penyusunan rencana, program, 

dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, 
administrasi bantuan teknik luar negeri di bidang 
aplikasi informatika; 

b.	 Koordinasi dan pelaksanaan pengolahan 
data dan pengembangan sistem informasi 
manajemen di bidang aplikasi informatika;  

c.	 Penyiapan telaahan hukum dan penyusunan 
rancangan peraturan perundang-undangan, 
pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum di 
bidang aplikasi informatika;  

d.	 Koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja 
sama di bidang aplikasi informatika; dan  

e.	 Pengelolaan urusan keuangan di lingkungan 
direktorat jenderal; 

f.	 Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, 
organisasi, tata laksana, perlengkapan dan 
rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan 
direktorat jenderal.  

2.	 Direktorat E-Government

Direktorat e-Government mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan 
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria dan pemberian  bimbingan teknis, 
dan evaluasi di bidang e-Government. Dalam 
melaksanakan tugasnya, Direktorat e- Government 
menyelenggarakan fungsi: 
a.	 Penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, norma, standar, prosedur, dan 
kriteria, di bidang tata kelola e-Government,  
teknologi dan infrastruktur e-Government, 
interoperabilitas dan interkonektivitas 
e-Government, layanan kepemerintahan, 
layanan publik; 
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b.	 Penyiapan penyusunan, norma, standar, 
prosedur, dan kriteria, di bidang tata kelola 
e-Government, teknologi dan infrastruktur 
e-Government, interoperabilitas dan 
interkonektivitas e-Government, layanan 
kepemerintahan, layanan publik; 

c.	 Pelaksanaan kerjasama program e-Government 
antarlembaga pemerintah;  

d.	 Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi 
di bidang tata kelola, teknologi dan infrastruktur, 
interoperabilitas dan interkonektivitas, aplikasi 
layanan kepemerintahan, aplikasi layanan publik 
e-Government; dan 

e.	 Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, 
dan rumah tangga direktorat.  

3. Direktorat E-Business

Direktorat e-Business mempunyai tugas 
melaksanakan  melaksanakan perumusan kebijakan, 
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria dan pemberian  bimbingan 
teknis, dan evaluasi di bidang e-Business.  Dalam 
melaksanakan tugasnya, Direktorat e- Business 
menyelenggarakan fungsi: 
a.	 Penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, norma, prosedur, kriteria dan 
bimbingan teknis, sosialisasi, implementasi, 
evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola 
e-Business; 

b.	 Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
norma, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, 
sosialisasi, implementasi, evaluasi dan pelaporan 
di bidang teknologi dan infrastruktur e-Business; 

c.	 Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
norma, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, 
sosialisasi, implementasi, evaluasi dan pelaporan 
di bidang interoperabilitas dan interkonektivitas 
e-Business; 

d.	 Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
norma, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, 
fasilitasi dan monitoring, sosialisasi, implementasi, 
evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi layanan 
e-Business; 

e.	 Pelaksanaan program tata kelola e-Business, 
teknologi dan infrastruktur, interoperabilitas dan 
interkonektivitas, dan aplikasi layanan e-Business 
antar lembaga pemerintah, dunia usaha dan 
masyarakat; dan 

f.	 Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian 
dan rumah tangga direktorat.  

4. Direktorat Pemberdayaan Informatika

Direktorat Pemberdayaan Informatika mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 
pemberian  bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 
pemberdayaan informatika. Dalam melaksanakan 
tugasnya, Direktorat Pemberdayaan Informatika 
menyelenggarakan fungsi: 
a.	 Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan di 

bidang pemberdayaan informatika; 
b.	 Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan 

informatika; 
c.	 Penyiapan penyusunan rumusan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan 
informatika; 

d.	 Pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di 
bidang pemberdayaan informatika; dan 

e.	 Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, 
dan rumah tangga direktorat.  

5.  Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika

Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika 
mempunyai tugas melaksanakan perumusan 
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta 
pemberian  bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 
pemberdayaan industri informatika.  
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat 
Pemberdayaan Industri Informatika 
menyelenggarakan fungsi: 
a.	 Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan di 

bidang industri infrastruktur dan layanan aplikasi 
informatika, industri perangkat informatika 
pengguna, industri perangkat lunak, dan industri 
konten multimedia; 

b.	 Pelaksanaan kebijakan di bidang industri 
infrastruktur dan layanan aplikasi informatika, 
industri perangkat informatika pengguna, industri 
perangkat lunak, dan industri konten multimedia; 

c.	 Penyiapan penyusunan rumusan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri 
infrastruktur dan layanan aplikasi informatika, 
industri perangkat informatika pengguna, 
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•	 Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi 
Infromatika (Setdijten Aptika);

•	 Direktorat e – Government ( Dit. e-Gov); 
•	 Direktorat e – Business (Dit e-Business);
•	 Direktorat Pemberdayaan Informatika (Dit. PI);
•	 Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika 

(Dit. PII); dan
•	 Direktorat Keamanan Informasi (Dit. Kaminfo).

C.	 Aspek Strategis Organisasi

Ditjen Aptika yang merupakan salah satu unit oganisasi 
eselon I di Kemenkominfo memiliki kedudukan yang 
penting dalam upaya menciptakan pemerintahan 
yang baik (good governance) dan masyarakat 
Indonesia yang berkualitas dengan meningkatkan 
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 
melalui pengembangan dan pendayagunaan serta 
penyusunan regulasi dan kebijakan bidang aplikasi 
informatika.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Ditjen Aptika 
diamanatkan untuk melaksanakan program-
program dan kegiatan-kegiatan yang diarahkan 
kepada peningkatan kapasitas layanan informasi dan 
pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka 
mewujudkan  masyarakat berbasis informasi dengan 
mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan 
industri aplikasi. 

Pada Tahun 2013 program yang dilaksanakan Ditjen 
Aptika adalah Program Pengembangan Aplikasi 
Informatika dan terdiri dari 6 (enam) kegiatan, yaitu 
: (1). Pembinaan dan Pengembangan e-Bisnis; (2) 
Pembinaan dan Pengembangan e-Government; (3). 
Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri 
Informatika; (4). Pembinaan dan Pengembangan TIK 
untuk Pemberdayaan Masyarakat; (5) Pembinaan 
dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi 
Elektronik; dan (6) Dukungan Manajemen dan 
Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Aplikasi 
Informatika.

D.	 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan pembuatan laporan ini adalah 
memberikan informasi atas pelaksanaan program 
dan kegiatan-kegiatan Ditjen Aptika yang akuntabel 

industri perangkat lunak, dan industri konten 
multimedia;

d.	 Pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di 
bidang industri infrastruktur dan layanan aplikasi 
informatika, industri perangkat informatika 
pengguna, industri perangkat lunak, dan industri 
konten multimedia; dan e. pelaksanaan urusan 
tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga 
direktorat.  

6. Direktorat Keamanan Informasi
Direktorat Keamanan Informasi mempunyai 
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria, serta pemberian  bimbingan teknis dan 
evaluasi di bidang keamanan informasi.  
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Keamanan 
Informasi menyelenggarakan fungsi: 
a.	 Perumusan kebijakan di bidang strategi dan 

kerjasama keamanan informasi, teknologi 
keamanan informasi, penanganan insiden, 
penyidikan dan penindakan, dan budaya 
keamanan informasi; 

b.	 Pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan 
kerjasama keamanan informasi, teknologi 
keamanan informasi, penanganan insiden, 
penyidikan dan penindakan, dan budaya 
keamanan informasi; 

c.	 Perumusan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria di bidang strategi dan kerjasama 
keamanan informasi, teknologi keamanan 
informasi, penanganan insiden, penyidikan dan 
penindakan, dan budaya keamanan informasi; 

d.	 Pemberian bimbingan teknis di bidang  strategi 
dan kerjasama keamanan informasi, teknologi 
keamanan informasi, penanganan insiden, 
penyidikan dan penindakan, dan budaya 
keamanan informasi; 

e.	 Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan 
kegiatan di bidang  strategi dan kerjasama 
keamanan informasi, teknologi keamanan 
informasi, penanganan insiden, penyidikan dan 
penindakan, dan budaya keamanan informasi; 
dan 

f.	 Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, 
dan rumah tangga direktorat.  

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Ditjen Aptika 
memiliki struktur organisasi yang terdiri atas:
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sebagai bentuk pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Aptika  
selama tahun 2013 . Dengan demikian terkait  
dengan adanya informasi tentang keberhasilan 
maupun kegagalan dari kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja 
(Satker) di lingkungan Ditjen Aptika, diharapkan akan 
dapat menjadi tolok ukur dan bahan penting dalam 
menyusun perencanaan, menentukan kebijakan serta 
pembuatan keputusan untuk masa yang akan datang.   
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A.	 Perencanaan

Bertolak dari Visi Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (Kemenkominfo) yaitu 
: Terwujudnya Indonesia informatif 
menuju masyarakat sejahtera melalui 

pembangunan kominfo berkelanjutan, yang 
merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka 
NKRI,  Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 
(Ditjen Aptika) membuat perencanaan  strategis 
yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai 
selama kurun waktu 5 tahun yang dituangkan dalam 
dokumen Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Aptika 
Tahun 2010 – 2014.  

Di dalam Renstra tersebut Ditjen Aptika  merumuskan 
visi yaitu : Terwujudnya dunia maya yang sehat, 
aman, handal, dan terpercaya untuk meningkatkan 
produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan 
nasional.  Visi ini selanjutnya dijabarkan ke dalam 
misi yaitu ; (1). Menyediakan kebijakan dan regulasi 
bidang TIK; (2). Mewujudkan Pendayagunaan dunia 
maya yang sehat, aman, handal, dan terpercaya 
untuk semua sektor. ; (3). Menciptakan dunia maya 
yang konstruktif dan produktif sehingga memberikan 
nilai tambah dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara; serta (4). Meningkatkan 
kerjasama dan kemitraan nasional dan internasional 
dalam pendayagunaan aplikasi informatika.

Kemudian misi tersebut dijabarkan dalam tujuan yang 
akan dicapai yaitu : (1). Mengeluarkan kebijakan dan 
regulasi bidang TIK yang mendorong pertumbuhan 
ekonomi, partisipasi masyarakat dan keutuhan 
wilayah NKRI dengan target pencapaian tersedianya 
peraturan pemerintah yang menjadi peraturan 
pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, peraturan-peraturan Menteri 
yang menjadi petunjuk pelaksanaan operasional;  
(2). Meningkatkan akses informasi dan penanganan 
kesenjangan digital dengan pendayagunaan 
TIK secara sehat dan aman, dengan indikator 
semakin minimnya akses terhadap konten negatif, 
meningkatnya kesadaran pemanfaatan untuk tujuan 

yang konstruktif dan edukatif; (3). Meningkatkan 
keamanan informasi dalam penyelenggaraan TIK 
nasional; (4). Meningkatkan ketersediaan layanan 
e-Government yang terintegrasi untuk meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas kinerja kepemerintahan 
dalam mewujudkan transparansi dan kepercayaan 
masyarakat; (5). Meningkatkan layanan e-business 
dan transaksi elektronik melalui transformasi dan 
kegiatan konvensional menuju kegiatan berbasis 
elektronik yang bersifat aman, mudah, murah, handal, 
dan terpercaya; (6). Meningkatkan kemitraan industri 
aplikasi informatika melalui peningkatan kemampuan 
dan kehandalan lokal; (7). Meningkatkan kesadaran 
dan pemberdayaan TIK untuk kesejahteraan ekonomi 
dan pencerdasan masyarakat; (8). Meningkatkan 
kerjasama dan kemitraan TIK nasional dan 
internasional serta citra TIK nasional dalam dunia 
maya; dan (9). Menempatkan kepentingan nasional 
dalam penerapan aplikasi informatika.

Dari rumusan visi, misi dan tujuan tersebut, maka 
Ditjen Aptika menetapkan  dan menyepakati sasaran-
sasaran yang tertuang di dalam Renstra Ditjen Aptika. 
Untuk Tahun 2013, sasaran Ditjen Aptika yang telah 
dicapai adalah sebagai berikut :
2.	 Tersedianya kebijakan dan regulasi bidang 

aplikasi dan pendayagunaan informatika (M1.
S1)*;

3.	 Tersedianya acuan pembinaan dan 
pengembangan aplikasi informatika meliputi 
masterplan, blueprint, dan peta jala (roadmap) 
bidang TIK (M1.S2);

4.	 Terselenggaranya fasilitasi dan proses edukasi 
yang meningkatkan kemampuan masyarakat 
dalam memanfaatkan teknlogi informasi secara 
sehat, aman, handal dan terpercaya (M2.S1);

5.	 Terselenggaranya proses penegakkan hukum di 
bidang informasi dan transaksi elektronik (M2.
S2);

6.	 Terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan 
e-Government secara efektif, efisien, transparan 
dan akuntabel (M3.S1);

7.	 Terwujudnya layanan e-Business yang aman, 
mudah, murah, handal, dan terpercaya di 

BAB II PERENCANAAN DAN 
PERJANJIAN KINERJA
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masyarakat baik lingkup domestik maupun 
internasional (M3.S1);

8.	 Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan dalam 
proses transformasi meuju masyarakat informasi 
termasuk transformasi masyarakat UMKM 
menuju e-UMKM (M3.S3);

9.	 Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan 
industri aplikasi informatika nasional (M3.S5);

Sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan atau capaian 
program dan kegiatan Ditjen Aptika telah dirumuskan 
ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)  Ditjen Aptika 
2010-2014  yaitu :    
1.	 Meningkatnya perluasan penerapan dan 

peningkatan kualitas layanan aplikasi 
e-government pada instansi pemerintah pusat 
dan daerah ; 

2.	 Meningkatnya perluasan penerapan dan 
peningkatan kualitas layanan dan keberagaman 
layanan aplikasi e-Business terutama bagi pelaku 
usaha kecil menengah / UKM dll ; 

3.	 Meningkatnya keteraturan, ketertiban dan 
keamanan informasi dan transaksi elektronik; 

4.	 Meningkatnya produktifitas pemanfaatan sarana 

dan prasarana aplikasi informatika pada kegiatan 
ekonomi dan peradaban. 

5.	 Meningkatnya mitra industri informatika dalam 
rangka menunjang perekonomian masyarakat 
dan memperluas pemanfaatan produk lokal 
aplikasi informatika.

6.	 Bertambahnya jumlah produk regulasi yang 
mendukung bidang TIK.

B.	 PERJANJIAN KINERJA
Sebagai langkah awal, untuk mencapai sasaran-
sasaran tersebut, disusun Rencana Kinerja Tahunan 
(RKT) 2013 oleh masing-masing Satker eselon 
II dilingkungan Ditjen Aptika yang selanjutnya 
ditetapkan ke dalam Penetapan Kinerja (PK) masing-
masing satker eselon II dan kemudian dipilih menjadi 
Penetapan Kinerja Ditjen Aptika tahun 2013 sebagai 
indikator kinerja yang merepresentasikan kegiatan 
pokok di Ditjen Aptika sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Kinerja Target

1 Terwujudnya penyelenggaraan dan pen-
gelolaan e-Government secara efektif, 
efisien, transparan dan akutabel (M.3.S.1)

Nilai Rata-rata e-Government Nasi-
onal

2.7

2 Terwujudnya layanan e-business yang 
aman, mudah, murah, handal dan terper-
caya di masyarakat baik lingkup domestik 
maupun internasional (M3.S2)

Jumlah UKM yang menerapkan 
aplikasi e-Business

250 UKM

3 Terselenggaranya fasilitasi dan proses 
edukasi yang meningkatkan kemam-
puan masyarakat dalam memanfaatkan 
teknologi informasi (M.2, S.1)

Jumlah penyelenggara layanan 
publik yang mengikuti penerapan 
standar keamanan informasi

60 Instansi

Tabel Penetapan Kinerja (PK) Ditjen Aptika tahun 2013

Untuk melaksanakan Rencana Kinerja tahun 2013, sesuai dengan DIPA Nomor-059.04-0/2013 tanggal 28 
Desember 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 168.768.920.000,- 
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A.	 Pengukuran  Capaian dan 
Evaluasi Kinerja

Sepanjang  Tahun 2013 Ditjen Aptika telah 
melaksanakan kegiatan- kegiatan untuk  
mendukung capaian 3 (tiga) sasaran 
strategis Ditjen Aptika. Kegiatan-kegiatan 

tersebut telah ditetapkan dan dirumuskan ke dalam 
Penetapan Kinerja (PK) Ditjen Aptika Tahun 2013 
sebagai komitmen terhadap rencana kinerja yang 
akan dicapai dalam rangka mewujudkan manajemen 
pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel 
dan berorientasi kepada hasil. 

Pengukuran, evaluasi, dan analisis yang disajikan 
dalam LAKIP ini diupayakan untuk memberikan 
informasi yang diarahkan  pada tatanan indikator 
hasil (out come) dan manfaat (benefit) kepada 
masyarakat dan stake holder. Capaian keberhasilan 
kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi ini 
sepenuhnya diperoleh dari sumber data masing-
masing Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Ditjen  
Aptika.

Mengingat hal tersebut di atas, pada Bab III ini, akan 
dibahas evaluasi hasil Capaian Kinerja Tahun 2013 
serta perbandingan dari tahun 2011 sampai dengan 
tahun berjalan.
Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) ini 
dilakukan untuk melihat peta kondisi pemanfaatan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di tingkat 
kabupaten dan kota yang terdapat di provinsi 
tersebut. PeGI juga dilaksanakan untuk tingkat 
Kementerian dan Lembaga. PeGI diharapkan dapat 
meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK 
di Instansi pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. 
Dalam pelaksanaannya, Kemenkominfo bekerjasama 
dengan berbagai kalangan, baik dari unsur komunitas 
TIK, perguruan tinggi, maupun instansi pemerintah 
yang terkait. Tujuan PeGI, yaitu: 1. Menyediakan 

acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di 
lingkungan pemerintah. 2. Memberikan dorongan 
bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan 
pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan 
obyektif. 3. Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan 
TIK di lingkungan pemerintah secara nasional. Terkait 
dengan tujuan pertama, PeGI dirancang untuk dapat 
menjadi pedoman bagi pengembangan TIK di seluruh 
wilayah Indonesia. Dengan demikian, diharapkan 
lingkungan pemerintah di Indonesia baik di tingkat 
provinsi, kabupaten/kota maupun kementerian dan 
lembaga non kementerian dapat mengembangkan 
dan memanfaatkan TIK secara lebih terarah.

PeGI juga menjadi salah satu upaya penyebarluasan 
informasi dan rekomendasi terkait peningkatan 

B.	 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2013
Adapun hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis capaian kinerja Ditjen Aptika dapat digambarkan 
sebagai berikut :

I. 	 Terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan e-Government secara efektif, efisien, transparan dan 
akutabel (M.3.S.1)

No INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN 
(%)

1 Nilai Rata-rata e-Government 
Nasional

Nilai 2,7 2,7 100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN 
KEUANGAN
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peran TIK diantara instansi pemerintah dan menjadi 
langkah untuk mempermudah hubungan koordinasi 
dan keterpaduan implementasi e-Government antar 
instansi atau satuan kerja instansi pemerintah. 

Terdapat lima dimensi yang menjadi Indikator dalam 
tahapan penilaian pelaksanaan PeGI yaitu: Kebijakan, 
Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi, Perencanaan 
masing-masing dimensi memiliki bobot yang sama 
dalam penilaian karena semuanya penting, saling 
terkait dan saling menunjang. 

Hasil dari kegiatan PeGI adalah peta kondisi kesiapan 
penerapan e-government yang terbagi dalam empat 
kategori yaitu: sangat kurang, kurang, baik, dan 
sangat baik. Selain itu, juga disertakan rekomendasi 
perbaikan yang perlu dilakukan oleh masing–masing 
K/L/Pemda.

Untuk tahun 2013 Pemeringkatan e-Government 
Indonesia (PeGI) termasuk dalam program 
pemerintah dalam mendorong percepatan Reformasi 
Birokrasi khususnya di instansi pemerintah pusat 
serta sebagai Prioritas Nasional Utama dari Unit 
Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian 
Pembangunan (UKP4). Beberapa penyelenggaraan 
PeGI yang telah dinilai meliputi:

1.	 PeGI tingkat kabupaten/Kota se-Jawa timur
Dengan jumlah peserta yang hadir mengikuti 32 
Kab./Kota
Nilai rata-rata 2.69

2.	 PeGI tingkat Kementerian
Dengan jumlah peserta yang hadir mengikuti 33 
Kementerian
Nilai rata-rata 2.66

3.	 PeGI tingkat Lembaga Pemerintah non 
Kementerian (LPNK)

Dengan jumlah peserta yang hadir mengikuti 19 
Kab./Kota
Nilai rata-rata 2.68

4.	 PeGI tingkat Provinsi se-Indonesia
Dengan jumlah peserta yang hadir mengikuti 22 
Kab./Kota
Nilai rata-rata 2.59

PeGI tingkat Kab/Ko di Prov Jawa Timur 2013

PeGI tingkat Kementeriantahun 2013

Capaian Untuk tahun 2013 rata-rata PeGI 
yaitu 2,66. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini 
sebesar Rp. 5.667.610.000 dengan realisasi Rp. 
5.180.384.900 (91%)
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Untuk tahun 2013 ini ada tambahan penyelenggaraan 
PeGI yang dilakukan Direktorat e-Government diluar 
penilaian UKP4, Meliputi :

1.	 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara
	 Dengan jumlah peserta yang hadir mengikuti 16 

Kab./Kota
2.	 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan
	 Dengan jumlah peserta yang hadir mengikuti 10 

Kab./Kota
3.	 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
	 Dengan jumlah peserta yang hadir mengikuti 8 

Kab./Kota
4.	 Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku
	 Dengan jumlah peserta yang hadir mengikuti 4 

Kab./Kota
5.	 Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara
	 Dengan jumlah peserta yang hadir mengikuti 1 

Kab./Kota
6.	 Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu
	 Dengan jumlah peserta yang hadir mengikuti 6 

Kab./Kota

Dari penilaian PeGi yang telah dilaksanakan maka di 
rangkum sebagai berikut.

Tabel trend Penilaian PeGI  Tahun 2011-2013

Beberapa kendala-kendala dalam menjalankan 
e-Government di daerah dan di pusat, yakni:
1.	 Kebijakan di bidang TIK belum tersedia.
2.	 Satuan Kerja bidang TIK belum mempunyai 

kewenangan penuh dalam implementasi 
e-Government.

3.	 Keterbatasan anggaran pembangunan jaringan 
dan biaya sewa bandwith.

4.	 Keterbasan SDM yang dapat mengelola TIK.
5.	 Perhatian pimpinan terhadap poenggunaan TIK 

belum maksimal.

Perlu kami informasikan untuk pelaksanaan PeGI 
tahun anggaran 2015 metode pelaksanaannya 

2011 2012 2013
Kementerian/Lembaga 2,5 2,5 2,66
Provinsi 2,4 2,2 2,59
Kab/Ko 2,0 2,2 2,69
Rata-rata nilai PeGI 2,3 2,3 2,66
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direncanakan dengan sistem penilaian mandiri (self 
assesment),  dimana setiap peserta dapat melakukan 
evaluasi online terkait dimensi PeGI yang dilakukan 
dengan media website. Sehingga jumlah pemetaan 

Pernyataan UKM sebagai tulang punggung 
perekonomian bangsa telah memunculkan sebuah 
konsekuensi bagi pemerintah agar mengupayakan 
bagaimana perdagangan di era pasar terbuka harus 
dapat digarap juga oleh para pelaku UKM, baik 
perdagangan di dunia nyata (real market) dan terlebih 
lagi perdagangan di dunia maya (cyber market) yang 
saat ini telah menjadi pasar yang sangat potensial 
dalam dunia perdagangan. Upaya nyata yang dapat 
dilakukan yakni dengan memberikan bantuan dan 
kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pelaku 
UKM di Indonesia untuk dapat berperan serta aktif 
dalam perkembangan kemajuan perdagangan 
tersebut sehingga dapat mengkokohkan keberadaan 
mereka sebagai tulang punggung perekonomian 
bangsa.

Upaya akan hal tersebut telah dijadikan salah satu 
target indikator kinerja dari direktorat e-Business 
dengan melakukan fasilitasi baik dalam bentuk 
bantuan penyediaan Infrastruktur maupun 
pembangunan kemampuan “softskill” yang 
diperuntukkan khusus bagi pelaku UKM dalam 
bentuk pelatihan, pendampingan dan bimbingan 
teknis mengenai pemanfaatan TIK untuk mendukung 
kemajuan usaha para pelaku UKM.

Dalam target kinerja mengenai pembangunan 
kemampuan “softskill” pelaku UKM, Direktorat 
e-Business telah mentargetkan peningkatan 
jumlah UKM yang menerapkan aplikasi e-Business. 
Penerapan aplikasi e-Business yang dijadikan 
dalam pencapaian kinerja tersebut merujuk kepada 
publikasi hasil riset / penelitian mengenai model 
tahapan pengembangan e-commerce bagi UKM 

yang dikemukakan Rao et.al (2003).

Dalam publikasi riset tersebut model tahapan 
pengembangan e-commerce bagi UKM ini dibagi 
menjadi 4 (empat) tahapan utama, seperti tertera 
pada gambar berikut :

Merujuk pada model tahapan tersebut maka 
upaya awal pencapaian target penerapan aplikasi 
e-business di tingkat UKM, dengan menjalankan 
pencapaian model tahapan awal “Presence” melalui 
penyelenggaraan beberapa fasilitasi kegiatan dalam 
bentuk pelatihan, pendampingan dan bimbingan 
teknis kepada para pelaku UKM dalam memulai masuk 
dalam lingkungan digital atau dunia e-commerce 
dengan target para pelaku UKM tersebut memiliki 
“Window to the Web” sesuai rekomendasi riset dari 
Rao, et.al (2003). 

Target output yang di desain dari kegiatan ini 
diantaranya memberikan pelatihan / bimbingan 
teknis kepada pelaku UKM dalam memiliki akun 
surat elektronik atau email sebagai alat untuk 
berkomunikasi di dunia maya dalam konteks 
perdagangan elektronis dan pemberian pelatihan/

data e-Government di setiap instansi pemerintah 
pusat dan daerah akan lebih banyak diperoleh dalam 
pertahunnya.

II.	 Terwujudnya layanan e-business yang aman, mudah, murah, handal dan terpercaya di masyarakat baik 
lingkup domestik maupun internasional (M3.S2)

No INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN 
(%)

1 Jumlah UKM yang menerapkan 
aplikasi e-Business

UKM 250 UKM 250 UKM 100

Gambar 1. 1 Model Tahapan Pengembangan e-commerce bagi 
UKM (Rao, et.al 2003)
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bimbingan teknis kepada pelaku UKM untuk 
memiliki website satu arah yang ke depan ditujukan 
untuk memberikan informasi usaha kepada target 
konsumen melalui pemanfaatan Web Log atau blog 
sebagai sebuah alternatif marketing channel dalam 
mempromosikan produk atau usaha yang dimiliki 
oleh para pelaku UKM.

Tahun 2013, target IKU dari jumlah UKM yang 
menerapkan aplikas e-Business pada tahun 2013 
ditetapkan sejumlah 250 UKM. Jika dibandingkan 
dengan jumlah keseluruhan UKM di Indonesia yang 
mencapai lebih dari 52 Juta UKM, maka target ini 
sangatlah kecil dan masih dalam tataran output. 
Namun ini merupakan stimulus awal agar para 
pelaku UKM mulai aware dan mulai berpikir tentang 
pentingnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 
dalam mendukung perkembangan usahanya.

Target tersebut dicapai melalui pelaksanaan 
bimbingan teknis aplikasi e-business bagi pelaku 
UKM di 9 (sembilan) kota yakni Depok, Bekasi, 
Tangerang Selatan, Surabaya, Bogor, Bandung, 
Palembang, Makassar, dan Manado dan Fasilitasi 
Kegiatan Pelatihan/pendampingan bagi para pelaku 
UKM di 4 (empat) lokasi Pusat Komunitas Kreatif 
(Puskom kreatif) yaitu Puskom kreatif Palangka Raya, 
Puskom kreatif Lamongan, Puskom kreatif Lombok 
Utara & Puskom kreatif Parepare.

Telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis serta 
kegiatan pelatihan/pendampingan puskomkref 
yang yang dihadiri para pelaku UKM, pelaku UKM 
tersebut merupakan rekomendasi dan binaan dari 
Instansi atau Dinas Pembina UKM di lokasi kota 
yang bersangkutan. Pada kegiatan bimbingan teknis 
tahun 2013 ini pelaku UKM mulai didorong untuk 
memasuki model tahapan kedua dari pengembangan 
e-commerce bagi UKM yaitu “portals”, yakni melalui 
pemanfaatan afiliasi website/portal e-commerce 
yang telah ada saat ini. Diharapkan melalui 
pemanfaatan media-media tersebut diharapkan para 
pelaku UKM menyadari bahwa pangsa pasar mereka 
tidak hanya di daerah lokal saja, namun meliputi 
pasar internasional jika mereka mau mencoba dan 
berani untuk berkompetisi. Dari target 250 UKM 
capaian jumlah pelaku UKM yang telah menerapkan 
aplikasi e-business pada tahun 2013 telah mencapai 
target yang telah ditetapkan yaitu 250 UKM.  Alokasi 

anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 822.138.000,- 
dengan realisasi sebesar Rp. 813.781.648.

Bimtek aplikasi e-Business di Depok, Jawa Barat  2013

Bimtek aplikasi e-Business di Makasar 2013

Bimtek aplikasi e-Business di Manado 2013
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Telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis serta 
kegiatan pelatihan/pendampingan puskomkref 
yang yang dihadiri para pelaku UKM, pelaku UKM 
tersebut merupakan rekomendasi dan binaan dari 
Instansi atau Dinas Pembina UKM di lokasi kota 
yang bersangkutan. Pada kegiatan bimbingan teknis 
tahun 2013 ini pelaku UKM mulai didorong untuk 
memasuki model tahapan kedua dari pengembangan 
e-commerce bagi UKM yaitu “portals”, yakni melalui 
pemanfaatan afiliasi website/portal e-commerce 
yang telah ada saat ini. Diharapkan melalui 
pemanfaatan media-media tersebut diharapkan para 

pelaku UKM menyadari bahwa pangsa pasar mereka 
tidak hanya di daerah lokal saja, namun meliputi 
pasar internasional jika mereka mau mencoba dan 
berani untuk berkompetisi. Dari target 250 UKM 
capaian jumlah pelaku UKM yang telah menerapkan 
aplikasi e-business pada tahun 2013 telah mencapai 
target yang telah ditetapkan yaitu 250 UKM.  Alokasi 
anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 822.138.000,- 
dengan realisasi sebesar Rp. 813.781.648.

Data UKM yang telah menerapkan aplikasi e-business berdasar bidang usaha

Data UKM yang telah Menerapkan aplikasi e-Business Berdasarkan Lokasi/Bidang Usaha



20 LAKIP DITJEN APTIKA 2013

Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pelatihan/bimbingan 
teknis ini dimulai pada tahun 2012, dengan target IKU 
jumlah UKM yang menerapkan aplikasi e-Business 
pada tahun 2012 sejumlah 150 UKM dicapai melalui 
pelaksanaan bimbingan teknis di 7 (tujuh) kota 
yakni Jakarta (2 kali), Bukit tinggi, Semarang, Batam, 
Medan dan Malang. Sejumlah 30 Pelaku UKM yang 
dihadirkan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan/
bimbingan teknis di setiap kota merupakan 
rekomendasi dan binaan dari Instansi atau Dinas 
Pembina UKM di lokasi kota yang bersangkutan. 
Hasil evaluasi dari target tahun 2012 yaitu capaian 
kinerja 150 UKM telah tercapai sebanyak 150 UKM. 
Untuk than 2011 tidak ada karena kegiatan ini sendiri 
baru mulai dilakasanakan pada tahun 2012.

Selanjutnya dalam mencapai sasaran terwujudnya 
layanan e-business yang aman, mudah, murah, 
handal dan terpercaya di masyarakat baik lingkup 
domestik maupun internasional, secara umum Ditjen 

Pemeringkatan Keamanan Informasi (KAMI) 
dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui 
sejauh mana instansi-instansi pemerintah di 
Indonesia telah menyelenggarakan Sistem 
Elektronik secara andal dan aman di instansi 
mereka masing-masing serta bertanggung jawab 
terhadap beroperasinya Sistem Elektronik tersebut 
sebagaimana mestinya. Karena diharapkan dengan 
dilaksanakan kegiatan ini memberikan kontribusi 
fundamental dan memberikan dasar atau fondasi  
bagi terciptanya keamanan akses informasi di setiap 
instansi pemerintah. 

Adapun kegiatan pemeringkatan ini dilaksanakan 
dengan cara melakukan evaluasi terhadap indeks 
keamanan informasi yang informasinya didapat 
dari kegiatan pengisian aplikasi indeks keamanan 

informasi yang telah dilakukan sebelumnya pada 
kegiatan bimbingan teknis keamanan informasi 
yang diselenggarakan beberapa kali oleh Direktorat 
Keamanan Informasi di berbagai kota. Evaluasi 
dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi 
target penerapan keamanan informasi dengan ruang 
lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua 
aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar 
SNI ISO/IEC 27001:2009. Hasil evaluasi indeks 
KAMI menggambarkan tingkat kematangan, tingkat 
kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 dan 
peta area tata kelola keamanan sistem informasi di 
instansi pemerintah.

Penilaian dalam Indeks KAMI dilakukan dengan 
cakupan keseluruhan persyaratan pengamanan yang 
tercantum dalam standar ISO/IEC 27001:2009, yang 

Aptika telah melakukan inisiasi awal yang mendukung 
pencapaian sasaran tersebut. Inisiasi tersebut 
berupa Regulasi terkait pendaftaran Penyelenggara 
Sistem Elektronik dan Pengelolaan Nama Domain 
yang menjamin keamanan dan keandalan transaksi 
elektronik pelaku e-business. Agar layanan e-business 
lebih handal dan terpercaya maka di tahun 2014 akan 
disusun RPM tentang Penyelenggaraan Sertifikasi 
Keandalan dan Sertifikasi Elektronik. Selain itu juga 
dilakukan strategi koordinasi dengan dinas dan 
pemerintah daerah untuk akselerasi transformasi 
UKM menjadi e-UKM yang salah satunya dengan 
menerapkan aplikasi e-Business.

III. 	 Terselenggaranya fasilitasi dan proses edukasi yang meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 
memanfaatkan teknologi informasi (M.2, S.1)

No INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN 
(%)

1 Jumlah penyelenggara layanan 
publik yang mengikuti penera-
pan standar keamanan informasi

Instansi 60 Instansi 62 Instansi 103
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disusun kembali menjadi 5 (lima) area di bawah ini :
•	 Tata Kelola Keamanan Informasi. Bagian ini 

mengevaluasi kesiapan bentuk tata kelola 
keamanan informasi beserta instansi/fungsi, 
tugas dan tanggung jawab pengelola keamanan 
informasi

•	 Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi. 
Bagian ini mengevaluasi kesiapan penerapan 
pengelolaan risiko keamanan informasi sebagai 
dasar penerapan strategi keamanan informasi

•	 Kerangka Kerja Keamanan Informasi. Bagian 
ini mengevaluasi kelengkapan dan kesiapan 
kerangka kerja (kebijakan dan prosedur) 
pengelolaan keamanan informasi dan strategi 
penerapannya

•	 Pengelolaan Aset informasi. Bagian ini 
mengevaluasi kelengkapan pengamanan 
terhadap aset informasi, termasuk keseluruhan 
siklus penggunaan aset tersebut

•	 Teknologi dan Keamanan Informasi. Bagian 
ini mengevaluasi kelengkapan, konsistensi 
dan efektivitas penggunaan teknologi dalam 
pengamanan aset informasi

•	 Peran TIK. Bagian ini mengevaluasi tingkat 
ketergantungan terhadap layanan TIK untuk 
menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi instansi

Untuk tahun 2013, Instansi yang dapat mengikuti 
kegiatan ini hanya Instansi yang sebelumnya 
telah mengikuti Bimtek Keamanan Informasi. 
Pemeringkatan keamanan informasi ini terdiri dari 2 
(dua) tahap, yaitu:

•	 Desktop Assessment : Proses verifikasi yang 
dilakukan terbatas pada dokumen-dokumen yang 
ada dan dibawa ketika verifikasi berlangsung.

•	 Onsite Assessment : Verifikasi dilakukan dengan 
melakukan tinjauan langsung ke lokasi.

Desktop Assessment pada tahun 2013 dilaksanakan 
sebanyak 4 (empat) kali, yaitu di Surabaya, Bandung, 
Jakarta dan Yogyakarta yang dilakukan oleh Tim 
penilai atau Tim Assessor utama yang berasal dari 
eksternal Kominfo yang merupakan ahli di bidang 
keamanan informasi dan telah memiliki sertifikat 
Lead Auditor ISO 27001 didampingi oleh Tim Assessor 
yang berasal dari internal Kominfo. Sebanyak 62 
instansi mengikuti desktop assessment ini.

Onsite Assessment pada tahun 2013, dikarenakan 
keterbatasan waktu dan sumber daya Direktorat 
Keamanan Informasi hanya melaksanakan satu 
kegiatan Onsite Assessment yaitu di LPSE Kota 
Bandung, di mana pada saat itu Tim Assessor dari 
Kementerian Kominfo datang berdasarkan undangan 
dari LPSE Kota Bandung untuk melakukan verifikasi 
data dan memberikan konsultasi serta arahan terkait 
kondisi keamanan informasi di instansi tersebut. 
Untuk LPSE Kota Bandung sendiri sebelumnya 
merupakan peserta dari kegiatan Desktop 
Assessment pada tahun 2013. 

Setelah kedua tahapan telah diselesaikan, Tim 
Penilai/Assessor melakukan rapat pembahasan 
untuk menilai dan mengkaji tingkat kelengkapan 
dan kematangan indeks KAMI dari semua instansi 
peserta. 

Proses kegiatan pemeringkatan
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Seperti yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Aplikasi informatika bahwa 
kegiatan Pemeringkatan Indeks KAMI ini merupakan salah satu dari 7 indikator kinerja utama, dengan target 
pencapaian adalah 60 instansi yang mengikuti kegiatan Pemeringkatan Indeks KAMI. Dari tabel di atas terlihat 
bahwa target bagi Direktorat Keamanan Informasi telah terlampaui dengan adanya 62 instansi yang mengikuti 
kegiatan Pemeringkatan Indeks KAMI.

Alokasi anggaran untuk kegiatan Pemeringkatan Indeks KAMI ini adalah sebesar Rp. 1.034.838.000,- (satu 
milyar tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 
627.575.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 61%. 

-
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Dari hasil pemeringkatan yang dilakukan selama tiga tahun terakhir menunjukan tingkat kematangan yang 
rendah. Kondisi keamanan informasi di instansi pemerintah dalam skala CMMI (Capability Maturity Model 
Integration) mayoritas masih berada dalam level 1 dari 5 level. Level 1 di CMMI ini adalah level reaktif yang 
memiliki ciri-ciri sbb: 
-	 Pemahaman mengenai perlunya keamanan informasi masih minimal
-	 Penerapan langkah pengamanan masih bersifat reaktif, tidak teratur, tidak mengacu pada 	
	 keseluruhan risiko yang ada, tanpa alur komunikasi dan kewenangan yang jelas dan tanpa 
               pengawasan
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-      Kelemahan teknis dan non-teknis tidak 
        teridentifikasi dengan baik
-      Pihak yang terlibat tidak menyadari tanggung 
       jawab mereka.

Dari hasil Indeks KAMI dapat dilihat beberapa tren 
sbb:
-       Pemanfaatan teknologi untuk keamanan 
         informasi adalah yang paling tinggi
-       Pengelolaan risiko adalah yang paling rendah. 
        Bahkan sebagian instansi pemerintah sama 
        sekali tidak menerapkan pengelolaan risiko.

Selain kegiatan yang terdapat didalam PK Ditjen 
Aptika diatas ada juga kegiatan pendukung yang 
tidak kalah pentingnya untuk mendukung tujuan 
dari Ditjen Aptika. Dibawah ini akan kami sampaikan 
beberapa diantaranya:

C.  KEGIATAN PENTING LAIN
Ditjen Aptika mempunyai beberapa kegiatan 
penting lainnya yang tercakup dalam IKU dan turut 
mendukung pencapaian sasaran Ditjen Aptika antara 
lain :

1.	 Kebijakan dan regulasi bidang aplikasi dan 
Informatika 

Untuk mencapai sasaran ini Ditjen Aptika telah 
melakukan kegiatan pembahasan terhadap 2 RUU 
yaitu RUU Perubahan UU ITE dan RUU Tata Cara 
Intersepsi dan 2 RPP yaitu RPP Pelaksanaan UU 
ITE dan RPP Perlindungan Data Elekronik Strategis 
(PDES).
a.	 Jumlah RUU (RUU Perubahan UU ITE dan RUU 

Tata Cara Intersepsi ) yang selesai disusun.
Sampai dengan tahun 2013 berdasarkan hasil 
rapat Sinkronisasi dengan Setneg dan Rapat 
Kordinasi antara Kominfo, Setneg dan Kumham RUU 
Perubahan UU ITE telah disepakati untuk diproses 
masuk kedalam prolegnas tahun 2014. RUU Tata 
Cara Intersepsi dibahas di Tim antar Kementerian) 
Capaian dari kegiatan ini adalah 100%. 

Sedangkan di tahun 2011 capaiannya adalah Naskah 
RUU Revisi UU ITE telah selesai dibahas oleh Tim 
Antar Kementerian/Lembaga, praktisi hukum, dunia 
usaha, dan akademisi. 

Capaian tahun 2012 adalah dirampungkannya proses 
harmonisasi terhadap naskah RUU Perubahan UU 
ITE. Sepanjang tahun 2012, pengharmonisasian, 
pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU 
Perubahan UU ITE  dilakukan secara intensif dan 
berkesinambungan dengan melibatkan instansi 
terkait yaitu Mahkamah Agung RI, Bank Indonesia, 
Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Kementerian Hukum 
dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 
Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar 
Negeri, Kementerian Keuangan, Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan, Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi, dan Kementerian Dalam Negeri.

b.	 Jumlah RPP/RPM Pelaksanaan UU ITE yang 
selesai disusun  dan diajukan untuk ditetapkan

Pada tahun 2013 Ditjen Aptika menargetkan 
satu RPP yaitu RPP Perlindungan Data Elektronik 
Strategis (PDES) dan satu RPM yaitu RPM Tenaga Ahli 
sebagaimana amanat UU ITE dan PP PSTE. 

Capaian kinerja terhadap kegiatan tersebut adalah 
tersusunya naskah akademik RPP PDES dan naskah 
RPM Tenaga Ahli. Untuk menghasilkan naskah RPP dan 
RPM tersebut dilaksanakan dengan melakukan FGD. 

Sebelumnya di tahun 2011 ditargetkan 1 (satu) 
buah RPP yaitu RPP Penyelenggaraan Informasi 
dan Transaksi Elektronik (PITE). RPP tersebut 
telah diharmonisasikan di Kemkum HAM untuk 
penyempurnaan dari pemangku kepentingan. 

Sementara itu di tahun 2012 Ditjen Aptika 
menargetkan 2 buah RPP yaitu: RPP  Penyelenggaraan 
Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan RPP 
Perlindungan Data Elektronik Strategis (PDES). Naskah 
awal RPP Perlindungan Data Elektronik Strategis 
telah disusun pada tahun 2010 dan dilanjutkan 
dengan pembahasan pada tahun 2011 namun tidak  
dibahas pada tahun 2012 karena adanya kebijakan 
pemotongan anggaran.  

Selanjutnya, pada bulan Maret 2012 Rapat Pleno 
menyepakati nama RPP yang semula adalah RPP PITE 
menjadi RPP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 
Elektronik (PSTE). Pada akhirnya, tanggal 12 Oktober 
2012, RPP PSTE disahkan serta ditandatangani oleh 
Presiden dan diundangkan di Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 dan pada 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5348 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 
82 Tahun 2012.

2.	Jumlah relawan TIK sebagai agent of change 
untuk peningkatan e-literasi di masyarakat

Dalam melaksanakan kegiatan meningkatkan 
kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan TIK 
Kominfo membentuk Relawan TIK sebagai mitra kerja 
untuk memberikan bimtek pada masyarakat. Sampai 
dengan tahun 2013 Relawan TIK sudah terbentuk 
di 25 provinsi dan beberapa kab/Ko dengan jumlah 
relawan kurang lebih 2000 orang. Relawan TIK 
melaksanakan program edukasi, advokasi dan 
peningkatan kapasitas relawan TIK dimasing-masing 
daerah. 

Relawan TIK Indonesia sudah membangun kerjasama 
secara internasional dan memperluas cakupan 
kerjasama antar negara yang telah ada (G to G) dan 
bisnis (B to B) ke tingkat akar rumput yang lebih 
implementatif di komunitas (C to C). Ditjen Aplikasi 
Informatika telah membangun kerjasama dengan 
Nation Internet Agency – Korea (NIA – Korea) dan 
International Telecommunication Union (ITU) untuk 
pertukaran relawan TIK antar negara. 

Selain itu Relawan TIK membantu Kominfo dalam 
melaksanakan bimtek guna mendorong pemanfaatan 
internet sehat dan aman (INSAN) dalam rangka 
meningkatkan e-literasi masyarakat.

Tabel di atas menunjukkan jumlah peserta 
bimtek untuk meningkatkan e-literasi masyarakat 
yang dilakukan oleh Ditjen Aplikasi Informatika, 
Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama 
dengan pemerintah daerah dan komunitas TIK. 
Realisasi capaian kinerja pada tahun 2013 adalah 
sebesar 5.410 orang atau 150%, telah melebihi 
target dari yang direncanakan yaitu 3.600 orang. 
Hal ini karena adanya kerjasama dengan pemerintah 
daerah, komunitas TIK dan relawan TIK. 

Bila dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya (2011 
– 2012) terdapat perkembangan peningkatan yang 
cukup signifikan terhadap jumlah masyarakat/publik 
yang mengikuti bimtek.

Selain itu untuk meningkatkan e-literasi masyarakat 
dilakukan juga bimbingan teknis bidang TIK bagi 
masyarakat khusus, kaum perempuan, pelaku usaha, 
pemuda, orang tua dan anak-anak. 

3.	 Jumlah hasil karya berbasis TIK
Untuk mencapai indikator ini Ditjen Aptika 
melaksanakan kegiatan Indonesian ICT Award 
(INAICTA) dengan tujuan mendorong berkembangnya 
karya dan produk TIK Lokal. 

Pada tahun 2013 pelaksanaan INAICTA merupakan 
yang ke-7 kali, mengangkat tema “TEKNOKREASI 
: A Nation of Possibilities”. INAICTA 2013 hadir 
untuk menjadi ajang karya TIK Indonesia yang Truly 
Nationwide, berkesinambungan, dan memberi nilai 
tambah pada peserta, industri dan masyarakat. 

Tabel Jumlah Peserta Bimtek

Indikator
Kinerja

2011 2012 2013 %
Realisasi

2013Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

Jumlah peserta 
Bimtek untuk 
meningkatkan 
e-literasi 
masyarakat

500
orang

600
orang

1.000
orang

1.715
orang

3.600
orang

5.410
orang

150%
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Sebanyak 2.078 pendaftar dari berbagai kota di 
Indonesia dengan jumlah karya sebanyak 950 karya 
atau 158% dari target 600 karya. Hal ini dikarenakan 
adanya launching dan promosi INAICTA yang 
dilakukan lebih awal, sehingga meningkatkan jumlah 

peserta yang mendaftar sebanyak 2.078 orang. 
INAICTA 2013 menetapkan 21 pemenang dari 21 
kategori yang dapat diakses di http://www.inaicta.
web.id/inaicta/pemenang-inaicta-2013/

Tabel  hasil karya INAICTA

Indikator
Kinerja

2011 2012 2013 %
Realisasi

2013Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

Jumlah aplikasi/
software/contens 
digital Indonesia

817
karya

817
karya

500
karya

989
karya

600
karya

950
karya

158%
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4.	 Angka pertumbuhan industri dan 
penggunaan open source

Prosentase (%) pengembangan, penerapan, 
pemanfaatan dan penguasaan perangkat lunak 
open source pada instansi pemerintah diukur dari 
seberapa banyak jumlah instansi pemerintah yang 
menggunakan open source dibandingkan dengan 
target yang direncanakan dalam Renstra 2010-2014.

Dari ukuran tersebut tercapai realisasi sebesar 
25% dari target 25% yang ditetapkan pada 

renstra.Untuk mencapai indikator tersebut telah 
dilakukanpenggalakkan penggunaan piranti lunak 
legal khususnya Free Open Source Software (FOSS)
melalui penyelenggaraan Indonesia Open Source 
Award (IOSA), bimtek FOSS dan migrasi software 
ilegal ke FOSS.

Penjelasan pencapaian target indikator prosentase 
(%) pengembangan, penerapan, pemanfaatan dan 
penguasaan perangkat lunak open source pada 
instansi pemerintahditunjukkan pada Tabel dibawah 
ini.

Tabel  penggunaan open source di Instansi Pemerintah

Indikator
Kinerja

2011 2012 2013 %
Realisasi

2013Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

Prosentase 
penggunaan open 
source di Instansi 
Pemerintahan*

15% 15% 20% 20% 25% 25% 100%

Ket: * target kumulatif 2010-2014
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Dari tabel di atas menunjukkan target kinerja 
telah tercapai 100%, bila dibandingkan dengan 
tahun 2011 dan 2012 terdapat peningkatan 
secara kumulatif. Penggunaan open source di 
Instansi Pemerintahbertujuan untuk meningkatkan 
pemanfaatan dan implementasi free/open source 
software (FOSS) di lingkungan pemerintahan 
dan lembaga pendidikan yang diharapkan juga 
mendorong peningkatan pemanfaatan open 
source software di lingkungan bisnis dan individual.
Untuk mengokohkan pemanfaatan open source 
di Indonesiatelah ditetapkan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) nomor SNI ISO/IEC 26300:2011 yaitu 
tentang Teknologi Informasi – Format Dokumen 
Terbuka untuk Aplikasi Perkantoran V1.0

D.	 Alokasi Anggaran dan 
Realisasi Anggaran Ditjen 
Aptika Tahun 2013

Pada tahun 2013 Ditjen Aptika mendapatkan alokasi  
anggaran sebesar  Rp 168.768.920.000,-  dan 

dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan:  
1.	Pembinaan dan Pengembanan e-Business sebesar 

Rp. 11.161.401.000,- 
2.	Pembinaan dan Pengembanan e-Government 

sebesar Rp. 70.683.483.000,- termasuk PHLN ICT 
Yogya sebesar Rp. 53.174.373.000,- 

3.	Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan 
Industri Informatika sebesar Rp. 10.726.817.000 ,-

4.	Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk 
Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 
15.135.277.000,- termasuk PHLN Hibah GPOBA 
sebesar Rp. 3.766.000.000,-

5.	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan 
Informasi Elektronik sebesar Rp. 19.235.582.000,-

6.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 
Lainnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 
sebesar Rp. 41.826.360.000,- termasuk pagu 
DETIKNAS sebesar Rp. 3.000.000.000,-.

Sampai dengan akhir Desember 2013 Ditjen Aptika 
merealisasikan anggaran (termasuk PHLN)  sebesar  
Rp. 118.614.262.994,- atau sebesar 70,28%. Berikut 
realisasi anggaran tahun 2013 :

Sedangkan di tahun realisasi anggaran tahun 2012 dari pagu sebesar Rp. 151.477.461.000 terealisasi sebesar 
Rp.  148.326.456.413 (97,92)
Untuk tahun 2011 realisasi anggaran tahun 2011 dari pagu sebesar Rp. 188.738.900.000 terealisasi sebesar 
Rp.  166.683.060.454 (90,72) 
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BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 
(Ditjen Aptika) merupakan LAKIP yang ke-9 sejak 
berdirinya DEPKOMINFO tahun 2005. DEPKOMINFO 
berdiri sesuai Keputusan Presiden Nomor: 10 Tahun 
2005 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon I 
Kementrian Negara R.I sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden No.15 Tahun 2005. Nama 
DEPKOMINFO kemudian diubah menjadi Kementerian 
Komunikasi dan Informatika  sejak berlaku UU No 
39/2008 yang dipertegas melalui Peraturan Presiden 
No 47/2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara, mengubah semua bentuk 
Departemen, Kantor Menteri Negara dan Kantor 
Menteri Koordinator menjadi Kementerian Negara.

Ada beberapa permasalahan terhadap beberapa 
kegiatan dan capaian kinerja Ditjen Aptika Tahun 
2013 ini terkait dengan pelaksanaan teknis pekerjaan. 
Akan tetapi, akuntabilitas kinerja seperti yang telah 
dijelaskan pada bab sebelumnya menunjukkan 
bahwa capaian kinerja telah sesuai dengan tugas 
dan fungsi Ditjen Aptika, namun ada yang masih 
pada tataran output. Untuk mencapai outcome perlu 
diadakan evaluasi dan perencanaan lebih lanjut.	 

Terhadap indikator-indikator yang baru dibuat pada 
saat penyusun LAKIP, maka angka target disajikan 
secara dummy yaitu disamakan dengan angka 
realisasi. Dengan demikian, pengukuran capaian 
kinerja yang merupakan perbandingan antara target 
dan realisasi tidak menunjukkan kinerja nyata dan 
fokus akuntabilitas kinerja diarahkan pada evaluasi 
dan analisis yang berkaitan dengan realisasi saja.

Kinerja  Ditjen Aptika pada umumnya hanya pada 
tataran kinerja output dan belum pada tataran 
outcome, terlebih lagi pada tahun 2013 ini 
seharusnya  sasaran-sasaran tersebut harus sudah 
mendekati kenyataan (terealisir). 

Selanjutnya, penetapan sasaran-sasaran strategis 
di dalam kerangka pencapaian tujuan Ditjen Aptika 

(5 tahun-an) perlu diperbaiki sehingga dapat 
menunjukan arah yang lebih jelas dalam menuntun 
setiap langkah Ditjen Aptika dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya serta dapat dijabarkan lebih 
jelas dalam penetapan kinerja.

Indikator-indikator kinerja yang digunakan juga masih 
perlu disempurnakan karena merupakan target yang 
diperjanjikan antara Direktur dan Direktur Jenderal 
dan disertai target yang disepakati untuk dicapai. 
Kini saatnya untuk mereviu kembali sasaran strategis 
Ditjen Aptika agar dapat dilaksanakan dalam kurun 
waktu 1 sampai dengan 5 tahun mendatang       

LAKIP Tahun 2013 ini kiranya dapat memenuhi 
kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi 
sumber informasi dalam pengambilan keputusan 
guna peningkatan kinerja. Bagi Ditjen Aptika, LAKIP 
ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan 
penting dalam penyusunan dan implementasi 
Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja 
(Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial 
Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada 
masa mendatang.
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